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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 52 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAKSI MINA BAHARI PADA DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO

Menimbang

Mengingat

-

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Taksi Mina Bahari;

bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina

Bahari Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimaan tela diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Baclah Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578); %


















b. menyelenggarakan pelayanan sarana produksi usaha dan
prasarana TMB;
¢. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;

d. menyusun laporan kegiatan secara berkala.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15
(1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIla diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah
Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas TMB dilengkapi dengan unit-unit
pelayanan di Kabupaten/Kota yang tugasnya membantu UPTD
TMB.

(2) Unit-unit  pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul kepala
UPTD TMB.

(3) Unit-unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikoordinir oleh seorang koordinator yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala dinas atas usul kepala UPTD TMB.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.%



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 September 2008
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 September 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
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Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 52 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 September 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAKSI
MINA BAHARI PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

PROVINSI GORONTALO
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UPTD
|
| SUB BAGIAN
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SEKSI SEKSI
PENDAMPINGAN TEKNOLOGI PELAYANAN USAHA
GUBERNUR GORONTALO,
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